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BUPATI SEMARANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 
 

                                   NOMOR 40 TAHUN 2015  
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 28 TAHUN 2012  

TENTANG 
 PEDOMAN PELAKSANAAN PENJUALAN TERNAK BIBIT DAN/ATAU 

HASIL IKUTAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PERBIBITAN 
TERNAK UNGGUL DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 

 KABUPATEN SEMARANG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SEMARANG, 
 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2), 

Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 59 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Tentang Perbendaharaan Negara, pada intinya 
menyatakan bahwa seluruh pendapatan daerah 
tidak boleh dipergunakan langsung untuk 
pengeluaran dan bahwa seluruh pendapatan 
dan pengeluaran daerah dilakukan melalui 
Rekening Kas Umum Daerah; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan  
Peraturan Bupati Semarang tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 28 
Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan 
Penjualan Ternak Bibit Dan/Atau Hasil Ikutan 
Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Perbibitan 
Ternak Unggul Dinas Peternakan Dan Perikanan 
Kabupaten Semarang; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja 
Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II 
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);   

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5679);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 
tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II 
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 
tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3500); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 
1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 1); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 
14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 13); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 
18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja    Dinas    Daerah   Kabupaten   Semarang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 
2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 
10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 
18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 
2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 
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Kabupaten Semarang Nomor 10); 
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 

2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 
2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 1); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 28 
TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
PENJUALAN TERNAK BIBIT DAN/ATAU HASIL 
IKUTAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 
PERBIBITAN TERNAK UNGGUL DINAS 
PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN 
SEMARANG. 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 28 Tahun 
2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penjualan Ternak Bibit Dan/Atau 
Hasil Ikutan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbibitan Ternak Unggul 
Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Semarang (Berita Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 28) diubah sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf d 

sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 7 
 

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri dari 
anggota yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai 
berikut : 
a. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang; 
b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Semarang;  
c. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang; 

dan 
d. Inspektorat Kabupaten Semarang. 

 
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus 

sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 10 
 

(1) Seluruh hasil penjualan bibit ternak dan / atau hasil ikutan 
disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas 
Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang. 

(2) Dihapus 
(3) Dihapus 
(4) Dihapus 
(5) Dihapus 
(6) Penyetoran hasil penjualan ternak bibit disetorkan ke kas daerah 

dalam waktu 1 x 24 jam. 
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(7) Penyetoran hasil penjualan ternak bibit disetorkan ke kas daerah 
paling lambat 15 ( lima belas ) hari terhitung setelah dipasarkan. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Semarang. 

 
Ditetapkan di Ungaran 
pada tanggal 29-05-2015 
     

BUPATI SEMARANG, 
 

CAP TTD 
 
 

MUNDJIRIN 
 

Diundangkan di Ungaran 
pada tanggal 29-05-2015 

 
SEKRETARIS DAERAH  

        KABUPATEN SEMARANG, 
 

CAP TTD 
 
 

  GUNAWAN WIBISONO 
 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 40 
 
 

 
 
 

 
 


